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[bookmark: _Hlk85346110]ABSTRACT

This study aims to analyze the quality of public services at Hutamoputi Village Office based on the dimensions of Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, and Tangible. The research employed a qualitative descriptive method with data collection through observation, interviews, and documentation. 
The results indicate that public services in Hutamoputi Village are generally well-implemented, marked by clear procedures, courteous staff, and adequate basic facilities supporting service processes. However, several aspects need improvement, including service digitalization, waiting room comfort, information transparency, and service time consistency. The study concludes that public service quality can be enhanced through strengthening staff competence, utilizing information technology, improving infrastructure, and encouraging active community participation in service evaluation.
Keywords: Quality of Public Services, Digitization of Services, Competence of Apparatus

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Hutamoputi berdasarkan dimensi Reliability (keandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), Empathy (empati), dan Tangible (bukti fisik). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik di Desa Hutamoputi telah berjalan dengan baik, ditandai oleh kejelasan prosedur, keramahan aparatur, dan ketersediaan fasilitas dasar yang mendukung proses pelayanan. Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, antara lain digitalisasi layanan, kenyamanan ruang tunggu, transparansi informasi, dan konsistensi waktu pelayanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dicapai melalui penguatan kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, perbaikan sarana prasarana, serta partisipasi aktif masyarakat dalam evaluasi layanan.
Kata kunci: Kualitas Pelayanan Publik, digitalisasi Pelayanan, Kompetensi Aparatur
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PENDAHULUAN 
 Pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun desa. Kualitas pelayanan publik tidak hanya mencerminkan kinerja pejabat publik, namun juga menjadi ukuran kepuasan masyarakat terhadap birokrasi dan administrasi publik. Pelayanan yang berkualitas ditandai dengan kecepatan, ketepatan, transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat langsung dari kebijakan yang dilaksanakan. Dalam konteks pemerintahan desa, kualitas pelayanan publik menjadi sangat penting karena desa merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan bertanggung jawab atas kebutuhan administratif, sosial, dan ekonomi warganya. Fenomena global ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan desa (Alprinces Moclin & Ari J. Rorong, 2021).
Di Indonesia, pemerintah desa mempunyai peran strategis dalam memberikan pelayanan publik, termasuk pengelolaan kependudukan, perizinan, dan pelaksanaan program sosial. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa menjamin pelayanan publik yang optimal di tingkat desa menghadapi tantangan besar, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya transparansi, dan minimnya penggunaan teknologi informasi. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, lambatnya pemberian layanan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Kualitas layanan publik di desa seringkali terkendala oleh sistem manual yang tidak efisien, terbatasnya akses terhadap informasi dan minimnya pelatihan aparat desa, sehingga memerlukan strategi peningkatan kualitas yang memadai. Fenomena kualitas pelayanan publik di desa juga erat kaitannya dengan transparansi dan partisipasi warga (Fatimah et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar pelayanan publik berbasis transparansi dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan desa (Godjali, Utami, & Ramadhan, 2021). Ketika warga terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pemantauan layanan, maka kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa meningkat. Hal ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan partisipasi masyarakat sebagai indikator utama dalam menilai kualitas layanan publik sehingga desa dapat merespons kebutuhan warganya dengan lebih baik (Kariyani et al., 2022).
Selain itu, transformasi digital juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik di desa. Digitalisasi informasi melalui pengembangan website desa memudahkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi, memungkinkan pengumpulan informasi secara cepat, dan meningkatkan transparansi kinerja aparatur desa (Ambarsari, Azizah, Ansori, Al-Faruq, & Fahrozi, 2024). Pemanfaatan teknologi informasi mempercepat proses pemberian layanan dan memudahkan masyarakat dalam memantau dan mencatat layanan yang diterimanya. Transformasi digital ini merupakan solusi strategis untuk mengatasi kendala terkait keterbatasan sumber daya manusia dan proses manual yang menjadi kendala di banyak desa (Tohopi & Hulinggi, 2023).
Di Kabupaten Pohuwato, pelayanan publik kantor desa masih menghadapi tantangan struktural dan teknis. Desa Hutampututi di Kecamatan Dengilo mempunyai kebutuhan masyarakat yang sangat kompleks mulai dari pelayanan pengelolaan kependudukan hingga program pembangunan desa lanjutan. Meskipun upaya untuk meningkatkan kualitas layanan telah dilakukan, misalnya dengan memberikan struktur administrasi dan pelatihan kepada perangkat desa, namun masih terdapat kendala dalam penerapan standar layanan, minimnya partisipasi warga, dan terbatasnya akses terhadap teknologi informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi strategi efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa (Kariyani et al., 2022).
Persoalan ini menjadi semakin penting karena menyangkut peran pelayanan publik dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pelayanan publik yang kurang optimal tidak hanya berdampak pada kepuasan masyarakat, namun juga efektivitas program pembangunan dan distribusi sumber daya di desa. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik, termasuk partisipasi masyarakat, transparansi, dan digitalisasi informasi. Penelitian yang sistematis dapat memberikan rekomendasi konkrit pengelolaan pelayanan publik di desa agar lebih profesional, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Christina Pontung Maria et al., 2021).
Beberapa penelitian sebelumnya memberikan landasan konseptual dan metodologis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Studi yang dilakukan oleh Godjali, Utami dan Ramadhan (2021) menyoroti pentingnya standar layanan yang jelas dan partisipasi masyarakat, sedangkan (Y. Nani et al., 2024) menyoroti peran transformasi digital sebagai katalis perubahan. Studi-studi ini memberikan landasan yang relevan untuk mengembangkan model peningkatan kualitas layanan di Desa Hutamoputi dan memberikan wawasan tentang praktik terbaik yang dapat diadaptasi secara lokal. Berdasarkan temuan sebelumnya, penelitian ini menyoroti integrasi transparansi, partisipasi masyarakat, dan digitalisasi informasi sebagai strategi utama untuk meningkatkan kualitas layanan publik (Ropi et al., 2021).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di kantor Desa Hutamoputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, meliputi penerapan standar pelayanan, tingkat partisipasi warga dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan pendekatan ini diharapkan penelitian tidak hanya dapat menjawab permasalahan praktis di lapangan, namun juga memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan teori dan praktik pelayanan publik desa. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis kepada perangkat desa untuk meningkatkan kualitas layanan agar masyarakat menerima layanan lebih cepat, transparan dan bertanggung jawab (Agastha & Fikri, 2024).
Penelitian ini penting karena membantu membangun kapasitas pemimpin desa dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dengan memahami fenomena dari konteks umum hingga kondisi spesifik Desa Hutamoputi, penelitian ini menyajikan analisis komprehensif untuk mendukung perbaikan sistem pelayanan, penerapan standar operasional prosedur dan inovasi berbasis digital. Pendekatan ini merupakan bagian dari keinginan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik desa dan mendukung pembangunan yang partisipatif, transparan dan berkelanjutan sehingga pelayanan publik desa menjadi profesional, responsif dan mampu memenuhi harapan seluruh masyarakat.
METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Hutamoputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, dan dilaksanakan pada November 2025; peneliti hadir secara partisipatif dan observasional untuk mengamati proses pelayanan, interaksi aparatur-masyarakat, serta implementasi digitalisasi sehingga memudahkan klarifikasi dan pengumpulan data akurat, (Y. N. Nani et al., 2025). Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer (wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi lapangan) dan data sekunder (dokumen resmi kantor desa, laporan kegiatan, peraturan desa, serta literatur terkait), dengan sumber utama aparatur desa (kepala desa, sekretaris, staf administrasi), perwakilan RT/RW, dan warga penerima layanan. Teknik pengumpulan meliputi wawancara berbasis indikator (good governance, kompetensi aparatur, partisipasi, digitalisasi), observasi partisipatif terhadap jalannya pelayanan dan penggunaan sistem digital, dokumentasi administrasi layanan, serta triangulasi untuk memastikan keakuratan informasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif mengikuti model Miles dan Huberman (1994) yang mencakup reduksi data (penyaringan dan peringkasan), penyajian data (pengelompokan dalam narasi/tabel/diagram), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui triangulasi sumber dan teori untuk mengevaluasi konsistensi praktik lapangan dengan standar pelayanan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Dimensi SERVQUAL
Integrasi Dimensi Pelayanan
Layanan Desa Hutamoputi menunjukkan integrasi keandalan, daya tanggap, keamanan, empati, dan bukti fisik. Aparat desa mampu bekerja secara sistematis dengan berpegang teguh pada SOP (reliability), cepat tanggap terhadap kebutuhan warga (responsiveness), memberikan rasa aman dan kepastian hukum (assurance), serta menunjukkan perhatian personal (empathy). Semua itu didukung dengan fasilitas yang memadai dan informatif (Tangible). Integrasi kelima dimensi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak hanya memenuhi prosedur administratif, tetapi juga menekankan aspek pengalaman dan kepuasan masyarakat (Triachyar Triachyar et al., 2023).
[bookmark: _Toc215599817]Reliability (Keandalan)
Keandalan dalam pelayanan publik merupakan unsur mendasar yang menggambarkan kemampuan peralatan dalam memberikan pelayanan sesuai prosedur, keakuratan dan ketepatan waktu. Berdasarkan penelusuran, aparat Desa Hutamoputi telah melaksanakan pelayanan berdasarkan SOP yang jelas sehingga masyarakat dapat memahami langkah yang harus diambil tanpa menimbulkan kebingungan. Kejelasan prosedur yang diterapkan unit ini mencerminkan komitmennya dalam menjaga konsistensi di seluruh jenis pelayanan, termasuk pelayanan administrasi seperti surat pengantar, sertifikat dan dokumen penting lainnya. Temuan ini menunjukkan adanya keselarasan dengan teori Mahmud (2007) yang menekankan pentingnya SOP dalam menjaga keandalan pelayanan publik. Kualitas kepercayaan yang baik membuat masyarakat merasa aman dan yakin bahwa kebutuhannya akan dipenuhi secara profesional oleh aparat desa
Selain konsisten mengikuti SOP, perangkat Desa Hutampututi juga telah menunjukkan kemampuannya dalam menjaga akurasi dan presisi dalam memproses setiap dokumen layanan. Ketepatan dalam pemeriksaan dokumen publik sangat penting karena kesalahan kecil dapat menimbulkan masalah administrasi yang serius di kemudian hari. Sistem memastikan bahwa semua file komunitas diperiksa dengan cermat sebelum proses penandatanganan dimulai, untuk meminimalkan risiko kesalahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa akurasi yang konsisten membuat proses perawatan lebih lancar dan bebas hambatan. Hal ini sejalan dengan temuan Prabowo dkk. (2024) menyoroti bahwa penyampaian layanan yang akurat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan meminimalkan risiko pengaduan. Soal ketepatan waktu, warga Desa Hutamoputi mengaku pelayanan dilakukan sesuai perkiraan waktu yang diberikan pihak berwenang, (Fatimah et al., 2023).
Ketepatan waktu merupakan indikator kuat keandalan layanan karena secara langsung mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap profesionalisme unit. Penelitian menunjukkan bahwa perkiraan waktu penyelesaian setiap dokumen disediakan di awal proses, memungkinkan karyawan untuk menyesuaikan tugas mereka sambil menunggu. Temuan tersebut mendukung penelitian Andriani & Saharuddin (2021) yang menunjukkan bahwa ketepatan waktu berhubungan signifikan dengan kepuasan masyarakat. Konsistensi perangkat dalam menjaga kecepatan layanan menunjukkan manajemen waktu yang baik meskipun layanan masih dilakukan secara manual
[bookmark: _Toc215599818]Responsiveness (Daya Tanggap)
Daya tanggap mengacu pada kemampuan suatu entitas dalam memberikan pelayanan secara cepat, tanggap, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa Hutamoputi sangat responsif terhadap berbagai permintaan pelayanan administrasi, (Y. N. Nani et al., 2023). Unit ini merespon dengan cepat dengan menerima dokumen, memverifikasi kelengkapan data, dan memberikan informasi mengenai tindakan yang perlu dilakukan masyarakat. Responsif ini memberikan kesan positif bagi warga, karena merasa terlayani tanpa harus menunggu terlalu lama. Hasil ini sesuai dengan teori Ambarsari dkk. (2024), yang menyoroti pentingnya daya tanggap sebagai indikator utama kualitas layanan publik.
Responsif sistem ini tidak hanya tercermin dalam kecepatannya, namun juga dalam kesediaannya untuk memberikan bantuan tambahan kepada warga yang kesulitan memahami prosedur administrasi. Banyak warga yang membutuhkan penjelasan rinci mengenai dokumen yang harus disiapkan, dan petugas memberikan penjelasan tersebut dengan sabar dan dalam bahasa yang mudah dipahami (Mozin, S.Y., Badjuka, A.H. 2025). Sikap responsif ini membuat orang merasa dihargai dan tidak merasa risih bertanya berulang kali. Responsif ini menunjukkan komitmen sistem untuk menyediakan layanan inklusif dan non-diskriminatif. Penelitian Utari dkk. (2022) mendukung hasil tersebut dengan menegaskan bahwa kecepatan dan kemauan karyawan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap persepsi positif masyarakat.
[bookmark: _Toc215599819]Assurance (Jaminan)
Dimensi asuransi dalam pelayanan publik mencakup kemampuan aparatur dalam memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan profesionalisme kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat Desa Hutamoputi dapat menjamin pelayanan yang cukup baik melalui sikap ramah, komunikatif dan sopan dalam proses pelayanan. Masyarakat merasa nyaman dan yakin bahwa pelayanan yang diterimanya diberikan oleh aparatur pemerintah yang benar-benar memahami tugasnya. Temuan ini sejalan dengan teori Mahmud (2007) yang menekankan bahwa jaminan pelayanan dibangun melalui kompetensi dan etika pegawai dalam melayani masyarakat.
[bookmark: _Toc215599820]Selain orientasi layanan, keamanan juga tercermin dalam pengetahuan perangkat tentang peraturan administratif dan persyaratan dokumentasi. Alat ini dapat menjelaskan dasar hukum pengurusan dokumen seperti izin tinggal, surat keterangan perusahaan dan dokumen lainnya. Pengetahuan ini penting agar masyarakat memahami bahwa layanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga meminimalkan risiko kesalahan administratif. Penelitian Godjali, Utami & Ramadhan (2021) menyoroti pentingnya kompetensi teknis perangkat dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat mengenai legalitas layanan yang diberikan.
Empathy (Empati)
Empati merupakan dimensi yang sangat penting dalam pemberian pelayanan publik karena berkaitan langsung dengan kualitas interaksi antara pejabat publik dan masyarakat. Penelitian ini membuktikan bahwa perangkat Desa Hutampututi dapat memberikan perhatian penuh kepada setiap warga yang datang untuk mengurus dokumen administrasi. Unit tersebut menampilkan sikap ramah dan bersedia mendengarkan keluhan atau pertanyaan masyarakat, tanpa menunjukkan sikap tergesa-gesa. Sikap seperti ini memberikan kenyamanan kepada masyarakat, terutama mereka yang baru mengenal prosedur pelayanan, (Y. N. Nani et al., 2022). Temuan ini sejalan dengan teori Mahmud (2007) yang menekankan bahwa empati menciptakan hubungan emosional yang positif antara karyawan dan penerima layanan. Aparat desa Hutampututi juga memberikan dukungan khusus kepada warga lanjut usia, ibu rumah tangga, dan warga dengan pengetahuan tata kelola pemerintahan yang terbatas. Mereka dengan sabar menjelaskan setiap langkah dan bahkan membantu mengisi formulir bila diperlukan. Bentuk perhatian ini menunjukkan bahwa pelayanan diberikan secara humanis dan memperhatikan kebutuhan spesifik setiap warga negara. Penelitian Widyaningrum dkk. (2024) juga menemukan bahwa perhatian pribadi merupakan salah satu faktor yang meningkatkan kualitas pengalaman masyarakat selama proses pelayanan.
[bookmark: _Toc215599821]Tangible (Bukti Fisik)
Dimensi riil meliputi kondisi prasarana, sarana fisik, dan seluruh ruang pelayanan yang menunjang proses pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kantor desa Hutampututi telah melengkapi sejumlah fasilitas penting seperti counter pelayanan, ruang tunggu, komputer, printer dan papan informasi dengan SOP pelayanan. Adanya ketentuan ini akan membuat proses pemberitahuan menjadi lebih tertib dan tertib karena masyarakat akan mengetahui langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan sebelum mengajukan permohonan dokumen. Hal ini sesuai dengan penelitian Agastha dan Fikri (2024) yang menyatakan bahwa fasilitas fisik yang memadai meningkatkan kenyamanan masyarakat dan meningkatkan citra fasilitas umum.
Dari segi kenyamanan fisik, Pemkot mengakui kondisi pelayanan di Kantor Kecamatan Hutamoputi cukup nyaman meski masih bisa ditingkatkan. Fasilitas seperti kursi tunggu, ruang penerima tamu dan tata letak dokumen telah ditata dengan baik untuk memperlancar tertibnya arus pelayanan. Kenyamanan di area pelayanan sangat penting untuk menciptakan pengalaman positif, terutama bagi warga yang harus menunggu lebih lama. Penelitian Prabowo dkk. (2024) menemukan bahwa kondisi kebersihan dan kenyamanan ruang pelayanan berdampak langsung terhadap kepuasan masyarakat.
Kekuatan Pelayanan
Kekuatan utama pelayanan Desa Hutamoputi terletak pada konsistensi perangkat dalam penerapan SOP, sikap proaktif dan penuh perhatian dalam memenuhi kebutuhan warga serta kemampuan menjaga komunikasi yang jelas dan bersahabat. Selain itu, transparansi proses pelayanan dan pengetahuan tentang undang-undang kepegawaian meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Fasilitas fisik yang memadai juga menjadi faktor penting dalam menciptakan pelayanan yang tertib, nyaman dan profesional (Widyaningrum et al., 2024).
Dampak terhadap Kepuasan Masyarakat
Kombinasi layanan berkualitas tinggi dan struktur pendukung yang memadai secara langsung berkontribusi terhadap kepuasan masyarakat. Warga Desa Hutamoputi merasa dilayani secara profesional, transparan, dan adil sehingga berdampak pada persepsi positif terhadap kinerja aparatur desa. Kepuasan ini menjadi sumber penting untuk meningkatkan kepercayaan warga terhadap lembaga pemerintahan desa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan administrasi.
Secara keseluruhan pelayanan publik di Desa Hutamoputi dapat dinilai baik hingga sangat baik, dengan landasan yang kuat pada lima dimensi kualitas pelayanan. Penguatan aspek digitalisasi, peningkatan kapasitas peralatan dan pengembangan fasilitas fisik merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan kualitas layanan secara optimal dan mendukung transformasi desa menjadi layanan yang modern, efektif, efisien dan inklusif (Curtinawati, 2023).
KESIMPULAN
  Berdasarkan hasil survei, kualitas pelayanan publik di Desa Hutamoputi menunjukkan kemajuan terutama dalam hal kejelasan prosedur, keramahan dan daya tanggap petugas, serta ketersediaan fasilitas dasar yang mendukung proses pelayanan. Masyarakat puas dengan pengaturan perangkat, namun kenyamanan lingkungan, waktu tunggu, transparansi dan digitalisasi layanan masih perlu ditingkatkan. Faktor pemungkin meliputi keahlian peralatan, disiplin kerja, dan dukungan masyarakat, sedangkan faktor penghambat berupa keterbatasan fasilitas, anggaran, dan variasi keahlian peralatan.
Untuk meningkatkan kualitas layanan, disarankan agar desa memperkuat sistem informasi layanan melalui media terintegrasi dan digital, meningkatkan penguasaan perangkat melalui pelatihan administrasi dan literasi digital, serta meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam evaluasi layanan harus dioptimalkan dan transparansi prosedur pemberian layanan, anggaran dan program harus ditingkatkan. Langkah-langkah ini akan memungkinkan pelayanan publik di Desa Hutamoputi menjadi lebih efisien, profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
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